SALINAN

BUPATI KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

. NOMOR 59 TAHUN 2018
.  TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN DAN TINDAK LANJUT PELAPORAN PELANGGARAN
(WHISTLEBLOWING) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

Menimbang

Mengingat

¢oa.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

bahwa dalam Peraturan Péniérintah Nomor 71 Tahun

2000 telah diatur mengenai tata cara pelaksanaan

~_peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan

‘dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana
~ korupsi; :

bahwa untuk mendorong peran serta pejabat/pegawai
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar dan
masyarakat dalam upaya  pencegahan = dan
pemberantasan  tindak pidana  korupsi  serta

_penyalahgunaan wewenang oleh pejabat/pegawai di

lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar atas

layanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten |

Karanganyar, perlu melakukan pengelolaan dan
menindaklanjuti setiap laporan pelanggaran yang

terjadi  di  lingkungan  Pemerintah  Kabupaten
~ Karanganyar, ’

‘bahwa berdasarkah pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Peraturan Bupati Karanganyar tentang
Tata Cara Pengelolaan dan Tindak Lanjut Pelaporan

Pelanggaran (Whistleblowing) di Lingkungan Pemerintah
~ Kabupaten Karanganyar; o

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
. Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
- Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan

' Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

-
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s,

e

9.

10,

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik indonesia Tahun 1999 Nomor 140,
‘Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Perlindungan - Saksi dan Korban (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tertang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
.Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587},
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor §58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5679); o )

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang
~ Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam
Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan
Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 114,

' Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3995);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
~ Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan  Pengawasan  Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran negara Rpeublik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041};
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Mempef}iétikan :

Menctapkan

13. Peraturan Daerah Kabupaten  Karanganyar
Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
- Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar
(Lembaran Daepah Kabupaten Karanganyar Tahun
2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah
E Kabupaten Karanganyar Nomor 67}; v

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Ncgara
Nomor 08/M.PAN-RB/06/2012 tentang Sistem
Penanganan Pengaduan (Whistleblower System) Tindak

Pidana Korupsi Di Lingkungan Kementerian/Lembaga

dan Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN

: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN

DAN TINDAK LANJUT PELAPORAN PELANGGARAN

- (WHIST. LEBLOWING) DI LI_NGKUNGAN PEMERINTAH .

- KABUPATEN KARANGANYAR;

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupatx ini yang dlmaksud dengan

1.

Pelanggaran adalah perbuatan yang melanggar peraturan
perundang-undangan, kode etik, dan  kebijakan, serta

tindakan lain yang sejenis berupa ancaman langsung atas :

~ kepentingan umum, serta Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

(KKN) yang terjadi di lingkungan Pemerintah Kabupaten'
Karanganyar

. Pclapor Pelanggaran (wh:stleblowe:) adalah pegawa1/ pejabat

~di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar dan

masyarakat.

Pengaduan adalah informasi yang disampaikan: oleh Pelapor

-~ Pelanggaran (whzst!eblower) schubungan dcngan adanya .

Pclanggaran

. chabat yang berwenang men_;atuhkan hukuman disiplin

~adalah pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman

disiplin sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah

- Nomor 53 Tahun 2010 tentang stxplm Pegawax Ncgcr: Sxpxl

. Saluran Pcngaduan adalah sarana yang dlgunakan untuk

menyampaikan pengaduan

. Unit Kepatuhan Internal adalah unit kcrja setmgkat Eselon III -

di Lingkungan Perangkat Daerah yang, tugas dan fungsinya
melakukan pengawasan mtcrnal dx ngkungan Perangkat
Daerah yang bersangkutan. ’

. Unit Tertentu adalah unit kerja setmgkat Eselon I d1v |
Lingkungan Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan '

Keputusan Pimpinan Perangkat Daerah, untuk menerima,
mengelola, dan mcnmdaklanjutx Pengaduan. ’

1
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Pasal 2

_(1) Setxap Aparatur Stpﬁ Negara d1 lmgkungan Pemcnntah. Lo

~ Kabupaten Karanganyar yang melihat - atau mcngetahm A
“.adanya Pclanggaran “wajib  melaporkannya kepada -Unit -

Kepatuhan Internal atau Umt Tertentu dan/ atau Inspektorat I

Kabupaten

RO (2) Masyarakat yang mehhat atau' : mengetahul ada.nya e e
o Pelanggaran dan/atau merasa tidak puas terhadap pelayanan .
- yang - diberikan oleh - pejabat/pegawai = di Lingkungan =
Pemermtah Kabupaten - Karanganyar, dapat melaporkannya .

- kepada Unit Kepatuhan Intemal atau Umt Tertentu dan/atau' SR

Inspektorat Kabupaten

Pasal 3

| ',,'(‘1) Dalam hal Perangkat Daerah belum mcm111k1 Unit. Kepatuhan R,
© Internal, mepman Perangkat Dacrah Wajlb rncnunjuk Umt Do

Tertentu

(2) Unit Kepatuhan Internal dan Umt Tcrtentu pada Pcrangkat -:' .
* >Daerah bertindak sebagai umt yang menenma, mengelola, ‘dan.} e

memndaklanjutx Pengaduan

-,;*:(3) Inspektorat Kabupaten bertxndak sebaga; umt kexja yang "‘ ‘ ',
""" menerima, mengelola, dan memndaklanjutl Pengaduan dan- .

- sebagai koordinator yang mengawasi pelaksanaan pengeiolaanv IR S

Pcngaduan pada seluruh Perangkat Daerah. L

Pasal 4

" Pengaduan yang dapat disampaikan secara langsung maupun

(1) Laporan scbagalmana dlmaksud dalam ‘Pasal 2 mei‘!-lpéll‘i&ln SRS

- tidak langsung kepada Unit chatuhan Intemal Umtv]-f‘f o

. ’_; Tertentu dan / atau Inspcktorat Kabupaten

o '3,':,(2) Pcnyampalan }aporan scbagatmana dxmaksud pada ayat 1 ; o

dapat dilakukan melalui Saluran Pengaduan yang berupa help

- desk yang wajib disediakan oleh Unit Kepatuhan Internal '1 '.: N

- Unit Tertcntu dan Inspektorat Kabupaten

(3) Penyampamn laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1,;; ST

. dapat dilakukan melalui Saluran Pengaduan berupa telepon, e

. faksimili, layanan pesan singkat {SMS), kotak pengaduan, @ . -

. surat elektronik (email), dan PO BOX, yang wajib disediakan ~ .

. - oleh Unit Kepatuhan Intemal Umt Tertentu dan Inspextorat o
T “Kabupaten. . o Joes o

'ff_”l:(4) Perangkat Daerah dan/ atau Umt Vertxkal Perangkat Daerah".'?‘i "
- wajib ‘memublikasikan Saluran Pengaduan yang dimiliki =
wo Inspektorat Kabupaten dan Unit Kepatuhan Internal atau Unit =~

‘Tertentu pada Perangkat Daerah yang bersangkutan

" '__sebagaxmana d:maksud pada ayat (2) dan ayat (3) pada papan S
7 pengumuman resmi kantor secara terus-menerus dan media
B : massa, cetak secara berkala 2 (dua) kah dalam setahun
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| (5) Umt Verhkal Perangkat Daerah Wajlb mencantumkan Saluran

Pengaduan yang dimiliki Inspcktorat Kabupaten dan Unit

Kepatuhan Internal atau Unit Tertentu pada Perangkat

Daerah yang bersangkytan berupa nomor tclcpon, dan alamat
cmaxl pada amplop dan map kantor

Pasal 5

| (1) Dalam pengelolaan Pengaduan. Umt chatuhan Internal Umt .

Tertentu, dan lnspektorat Kabupaten mempunyax kewaijan
sebaga: berikut:

a. mengadmlmstrasxkan Pengaduan |

b menganahsxs Pengaduan untuk mcncntukan dapat atau
. tidaknya suatu Pengaduan ditindaklanjuti ke pemcnksaan ‘

c. melakukan pcmenksaan dan memberikan rckomendasx, ’

d.,'membuat laporan pengclolaan Pcngaduan, pememksaan,

- dan tindak lanjut atas rekomendasi

(2) Dalam hal ditemukan indikasi pelanggaran dxslphn bcrat Unit
Kepatuhan Internal dan Unit Tertentu wajib meneruskan

proses Pengaduan kcpada Inspektorat Kabupaten untuk
dltmdak)anjutx .

Pasal 6

(1) Umt Kepatuhan Intemal Unit ’I'ertcntu, dan Inspektorat
Kabupaten dengan pertimbangan tertentu dapat melimpahkan
tindak lanjut penyelesaian Pengaduan kepada Pejabat Eselon
I dari Pcrangkat Daerah yang berwenang menindaklanjuti.

(2) Pejabat Eselon 1l .yang mendapatkan pchmpahan
sebagaimana dimaksud ‘pada ayat (1) wajib menindaklanjuti
penyelesaian Pengaduan dan melaporkan hasilnya kepada
Unit Kepatuhan Internal, Unit Tertentu, atau Inspektorat
Kabupaten sebagai pihak yang memberikan pelimpahan.

Pasal 7

Rckomcnda31 scbagaxmana dxmaksud dalam Pasal S ayat (1),
huruf c dapat bcrupa ' .

a.. penjatuhan hukuman d:snphn |
b. ‘pcngembahan kerug:an Ncgara,

c."‘penyampalan hasil pemenksaan kepada Kepohslan Negara |
Republxk Indonesia; dan I E

d. penyampaian  hasil per'neriksaan".' : kcpada Komisi

~ Pemberantasan Korupsi. ' . :



= Pasal 8

| (1) Rekomendas:' berupa ’- penjatuhan hukuman dxsxplm' -

- disampaikan kepada chabat yang berwenang rnenjatuhkan i
hukuman dlsxphn B _ v o _ '

(2) Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman dlslplm wa_ub

‘sebagaimana dimaksud~ dalam Pasal 7 huruf a ‘wajib B

‘melaksanakan rekomendasi hasil pernenksaan paling lambat o

o 3 (tiga] bulan sejak diterimanya rekomendasi - hasﬂ‘,
pemenksaan tersebut oleh P:mpman Pcrangkat Daerah '

(3) Pejabat -yang berwenang menjatuhkan hukuman dlSllen. o

tembusan Surat Keputusan penjatuhan hukuman dxsxplm,’
kepada lnspektur Kabupaten - S

» (4] Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman dlSlplln yang .

sebagalmana dimaksud pada ayat (2} ‘wajib me ﬂyampaxkan.

tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada -

~ayat (2) dikenakan sanksi ‘hukuman disiplin atas usul

~atau Bupau

Pasal 9

Rekomendast berupa pengcmbahan kerugtan negara sebagaxmana;' ol

dimaksud dalam Pasal 7 huruf b wajib dlsampalkan kepada Pc_]abat i
s yang bcrwenang memndaklanjut: S

Pasal 10

InSpektur Kabupaten kepada Plrnpman Perangkat Daerah» TR

(l) Rckomendasx bcrupa penyampalan hasxl pemenksaan kepada‘ S
- Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud -
‘dalam Pasal 7 huruf c dilakukan dalam hal hasﬂ pemenksaan S

benndnkasx tmdak pxdana umum, R

[2} Rekomendam berupa penyampaian hasﬂ pcmenksaan kepada kN

- Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam R
' Pasal 7 huruf d dilakukan dalam hal hasﬂ pemenksaan D

benndtkam tmdak pxdana korupS,’ I

(3) Penyampalan hasﬂ pemenksaan sebagmmana dlmaksud pada

ayat (1) dan ayat (2) dxlakukan melalm Inspektorat Kabupaten

’ Ly Pasalll , R v o
(1) Dalam hal terdapat dugaan kesalahan atau kekehruan atas

e . suatu putusan penjatuhan hukuman .disiplin oleh Pejabat

- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2}, Inspektur :
. Kabupaten berwenang melakukan pemcrxksaan terhadap, -
putusan tersebut R A RS D

(2] Hasil pemcnksaan terhadap putusan terscbut sebagmmana‘ o
~ dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pertxrnbangan bagi

- Pimpinan - Perangkat Daerah atau Bupati untuk meninjau,

~meralat, dan/atau mengubah putusan penjatuhan
vhukum dxslplm ‘ DR



";(3) Ketentuan leblh lanjut mengena; tata ‘cara melakukan‘
pemeriksaan terhadap putusan dlatur dengan Peraturan
Inspektur Kabupaten. :

Pasal 12

(1) Unit Kepatuhan Internal, Unit Tertentu, dan Ins'pcktdraﬁ
Kabupaten wajib memberikan perlmdungan kepada Pclapor
Pelanggaran (whtstleblower), ;

) Perhndungan sebagajmana d;maksud pada ayat (1) dllakukan

dengan menjaga kerahasiaan identitas Pelapor Pelanggaran
(whlstleblower), .

R (3) Unit chatuhan Intemal dan Umt Tertentu hanya dapat‘-

mengungkapkan identitas Pelapor Pelanggaran (whtstleblower)-
- kepada Inspcktorat Kabupaten;

‘ (4) Inspekto;at Kabupaten hanya dapat mengungkapkan identitas
3 Pelapor = Pelanggaran (whtstleblower] untuk keperluan
penyxdzkan dan per31dangan

Pasal 13

(1) Unit Kepatuhan Internal dan Unit Tertentu wajib melaporkan
‘ pelaksanaan pengelolaan Pengaduan secara bulanan kepada

Pimpinan - Perangkat Daerah dengan tembusan kepada
Inspektur Kabupaten, ’ .

(2) Inspcktorat Kabupaten wajnb memomtor dan mengcvalua31
tindak lanjut penyelesaian Pengaduan yang dxlakukan oleh
- Unit Kepatuhan Internal dan Unit Tertcntu

- (3) Inspektorat Kabupaten wajib - melaporkan pelaksanaan

.. pengelolaan Pengaduan secara triwulan atau sewaktu-waktu

‘kepada Bupati dengan tcmbusan kepada seluruh P1rnpman
Perangkat Dacrah

| Pasal 14
(1) Kewenangan untuk mcmubhkasnkan hasﬁ pengelolaan

‘Pengaduan  di  Lingkungan Pemerintah Kabupatcn
Karanganyar berada pada Inspektur Kabupatcn

(2) Dalam memublikasikan hasil pengelolaan Pengaduan

' sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat Kabupaten

wajib bekerjasama dengan Bagian Humas dan Protokol-

. Sekretariat Daerah dan Dinas Komunikasi dan Informatika,
’ dalam rangka akuntabilitas dan keterbukaan informasi.

Pasal 15

jchntuk dan tata cara pclaporan pclaksanaan pengelolaan Pengaduan
' sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 serta bentuk dan tata cara

‘publikasi pengelolaan Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
- 14 ditetapkan dengan Keputusan Bupati tersendiri.



P - Pasal 16

Dalam hal Pelapor Pelanggaran (whistleblowen meminta penjelasan
mengenai perkembangan tindak lanjut atas laporan = yang
dxsampankan, Inspektorat Kdbupaten wajib memberi penjelasan
“mengenai hal dimaksud kepada Pelapor Pelanggaran (whistleblowen
tersebut.

Pasal 17

,Pejabat/ pegawai yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4)
dan (5), Pasal 5, Pasal 6 ayat (2), Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 ayat (2),
“Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 16, dikenakan sanksi
sesuax dengan kctentuan peraturan perundang-undangan '

Pasal 18

:, Pe{éturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap Ordng mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan pencmpatannya dalam Berita Daerah
‘Kabupaten Karanganyar - .

| Ditetapkan di Karanganyar "
pada tanggal 13 Agustus 2018
BUPATI KARANGANYAR,
ttd
JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 13 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
ttd »
SAMSI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2018 NOMOR 59

Sahnan sésuai dengan ashnya
- /\t\SEKREIFARIAT DAERAH
/ QKABUPATEN\ NGANYAR
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